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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pengertian Kinerja 

Secara etimologi, kinerja berasal dari kata prestasi kerja (performance). 

Sebagaimana dikemukakan oleh Mangkunegara (2005) bahwa istilah kinerja 

berasal dari kata job performance atau actual performance (prestasi kerja atau 

prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang) yaitu hasil kerja secara kualitas 

dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Menurut Notoatmodjo bahwa kinerja tergantung pada kemampuan 

pembawaan (ability), kemampuan yang dapat dikembangkan (capacity), bantuan 

untuk terwujudnya performance (help), insentif materi maupun nonmateri 

(incentive), lingkungan (environment), dan evaluasi (evaluation). Kinerja 

dipengaruhi oleh kualitas fisik individu (ketrampilan dan kemampuan, pendidikan 

dan keserasian), lingkungan (termasuk insentif dan noninsentif) dan teknologi. 

Secara umum kinerja (performance) didefinisikan sebagai tingkat 

keberhasilan seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya. Robbins (2001) 

menjelaskan bahwa kinerja merupakan suatu hasil yang dicapai oleh pekerjaan 

dalam pekerjaannya menurut kriteria tertentu yang berlaku untuk suatu pekerjaan.  

Bastian (2001) menyatakan bahwa, kinerja adalah gambaran mengenai 

tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijaksanaan dalam 
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mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam 

perumusan skema strategis suatu organisasi. Anwar Prabu Mangkunegara (2000) 

berpendapat bahwa, kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Selanjutnya Seymour (1991), 

kinerja merupakan tindaka-tindakan atau pelaksanaan-pelaksanaan tugas yang 

dapat diukur. Kinerja sebagai kesuksesan seseorang dalam melaksanakan 

pekerjaannya. 

Byar dan Rue (1984) mendefenisikan kinerja merupakan derajat 

penyeselesaian tugas yang menyertai pekerjaan seseorang. Kinerja adalah yang 

merefleksikan seberapa baik seseorang individu memenuhi permintaan pekerjaan. 

Dari definisi tersebut dapat dinyatakan bahwa kinerja karyawan 

merupakan suatu bentuk kesuksesan seseorang untuk mencapai peran atau terget 

tertentu yang berasal dari perbuatannya sendiri. Kinerja seseorang dikatakan baik 

apabila hasil kerja individu tersebut dapat melampaui peran atau target yang 

ditentukan sebelumnya 

2.2. Evaluasi Kinerja 

 Menurut A. A. Prabu Mangkunegara dalam bukunya Evaluasi Kinerja 

SDM (2005) manajemen kinerja merupakan proses perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap pencapaian kinerja dan 

dikomunikasikan secara terus menerus oleh pimpinan kepada karyawan, antara 
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karyawan dengan atasannya langsung. Selanjutnya A. A. Prabu Mangkunegara 

mengemukakan tujuan dari pelaksanaan manajemen kinerja, bagi para pimpinan 

dan manajer adalah : 

a. Mengurangi keterlibatan dalam semua hal; 

b. Menghemat waktu, karena para pegawai dapat mengambil berbagai 

keputusan sendiri dengan memastikan bahwa mereka memiliki 

pengetahuan serta pemahaman yang diperlukan untuk mengambil 

keputusan yang benar. 

c. Adanya kesatuan pendapat dan menguarangi kesalahpahaman diantara 

pegawai tentang siapa yang mengerjakan dan siapa yang 

bertanggungjawab; 

d. Mengurangi frekuensi situasi dimana atasan tidak memiliki informasi pada 

saat dibutuhkan; 

e. Pegawai mampu memperbaiki kesalahannya dan mengidentifikasikan 

sebab-sebab terjadinya kesalahan atau inefesiensi 

Adapun tujuan pelaksanaan manajemen kinerja bagi para pegawai adalah : 

a. Membantu para pegawai untuk mengerti apa yang seharusnya mereka 

kerjakan dan mengapa hal tersebut harus dikerjakan serta memberikan 

kewenangan dalam mengambil keputusan; 

b. Membarikan kesempatan bagi para pegawai untuk mengembangkan 

keahlian dan kemampuan baru; 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



21 
 

c. Mengenali rintangan-rintangan peningkatan kinerja dan kebutuhan sumber 

daya yang memadai; 

d. Pegawai memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pekerjaan 

dan tanggungjawa kerja mereka (Mangkunegara, 2005). 

Berdasarkan definisi dan tujuan-tujuan yang dikemukakan oleh 

Mangkunegara, maka manajemen kinerja adalah suatu proses perencanaan dan 

pengendalian kerja para aparatur dalam melaksanakan pekerjaannya, dalam tujuan 

Mangkunegara berbicara tentang bagaimana adanya pehaman antara pimpinan 

dan bawahan dalam menyelesaikan, mengambil keputusan dan mendapatkan 

pemahaman yang baik tentang pekerjaan dan tanggung jawab. 

Evaluasi kinerja yang dikemukakan Payaman J. Simanjuntak adalah “suatu 

metode dan proses penilaian pelaksanaan tugas (performance) seseorang atau 

sekelompok orang atau unit-unit kerja dalam satu perusahaan atau organisasi 

sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan lebih dahulu.” 

(Simanjuntak, 2005). Berdasarkan pengertian tersebut maka evaluasi kinerja 

merupakan suatu proses yang digunakan oleh pimpinan untuk menentukan 

prestasi kerja seorang karyawan dalam melakukan pekerjaannya menurut tugas 

dan tanggung jawabnya.  
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Evaluasi kinerja kemudian di definisikan oleh Society for Human 

Resource Management yaitu: 

“The process of evaluting how well employees perform their jobs when 

compared to a set of standards, and then communicating that information 

to employees. (Proses mengevaluasi sejauh mana kinerja aparatur dalam 

bekerja ketika dibandingkan dengan serangkaian standar, dan 

mengkomunikasikan informasi tersebut pada aparatur).” (Dalam Wirawan 

2009) 

Berdasarkan definisi di atas, maka evaluasi kinerja merupakan suatu 

proses untuk mengetahui sejauh mana kinerja aparatur bila dibandingan dengan 

serangakain standarisasi yang dilakukan untuk bekerja sesuai komunikasi 

informasi yang telah diberikan oleh pimpinan. Evaluasi kinerja dilakukan juga 

untuk menilai seberapa baik aparatur bekerja setelah menerima informasi dan 

berkomunikasi dengan aparatur yang lain agar pekerjaan sesuai dengan kemauan 

pimpinan dan kinerja para aparatur itu sendiri dapat terlihat secara baik oleh 

pimpinan dan masyarakat selaku penilai. 

2.2.1. Pengertian Evaluasi  

  Istilah Evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), 

pemberian angka (rating) dan penilaian (assesment). Evaluasi kinerja sangat 

penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan 

publik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang 
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publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi apakah uang tersebut dibelanjakan 

secara ekonomis, efektif, dan efisien. 

Pendapat William N. Dunn, istilah evaluasi mempunyai arti yaitu: “Secara 

umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian 

angka (rating) dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha 

untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang 

lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau 

manfaat hasil kebijakan” (Dunn, 2003). 

Pengertian di atas menjelaskan bahwa evaluasi merupakan hasil kebijakan 

dimana pada kenyataannya mempunyai nilai dari hasil tujuan atau sasaran 

kebijakan. Bagian akhir dari suatu proses kerja adalah evaluasi kinerja. Evaluasi 

kinerja membantu pimpinan untuk mengambil keputusan dalam suatu kebijakan, 

nilai yang dihasilkan dari evaluasi membuat suatu kebijan bermanfaat bagi 

pelayanan publik. 

Adapun menurut Taliziduhu Ndraha dalam buku Konsep Administrasi dan 

Administrasi di Indonesia berpendapat bahwa evaluasi merupakan proses 

perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya (Ndraha, 1989). 

Kesimpulannya adalah perbandingan antara tujuan yang hendak dicapai dalam 

penyelesaian masalah dengan kejadian yang sebenarnya, sehingga dapat 

disimpulkan dengan analisa akhir apakah suatu kebijakan harus direvisi atau 

dilanjutkan. 
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Menurut Commonwealth of Australia Department of Finance (1989) 

Evaluasi biasanya didefinisikan sebagai kegiatan untuk mengukur keberhasilan 

pelaksanaan kebijakan. Secara umum, evaluasi dapat didefinisikan sebagai the 

systematic assessment of the extent to which: 

1. Program inputs are used to maximise outputs (efficiency); 

2. Program outcomes achieve stated objectives (effectiveness); 

3. Program objectives match policies and community needs 

(appropriateness). 

Menurut pendapat di atas, evaluasi adalah penilaian secara sistimatis untuk 

melihat sejauh mana efisiensi suatu program masukan (input) untuk 

memaksimalkan keluaran (output), evaluasi juga digunakan untuk mencapai 

tujuan dari program pencapaian hasil atau afaktifitas, dan kesesuaian program 

kebijakan dan kebutuhan masyarakat. Evaluasi juga termasuk salah satu kegiatan 

yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan suatu kebijakan. 

Sudarwan Danim (2000) mengemukakan definisi penilaian (evaluating) 

adalah: “Proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang 

nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya. Ada beberapa hal yang 

penting diperhatikan dalam definisi tersebut, yaitu: 

1. Bahwa penilaian merupakan fungsi organik karena pelaksanaan fungsi 

tersebut turut menentukan mati hidupnya suatu organisasi. 
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2. Bahwa penilaiaan itu adalah suatu proses yang berarti bahwa penilaian 

adalah kegiatan yang terus menerus dilakukan oleh administrasi dan 

manajemen 

3. Bahwa penilaian menunjukkan jurang pemisah antara hasil 

pelaksanaan yang sesungguhnya dengan hasil yang seharusnya dicapai. 

Pendapat di atas dapat diperoleh gambaran bahwa evaluasi adalah suatu 

kegiatan yang dilakukan untuk mengukur serta membandingkan hasil-hasil 

pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai dengan hasil yang seharusnya menurut 

rencana, sehingga diperoleh informasi mengenai nilai atau manfaat hasil 

kebijakan, serta dapat dilakukan perbaikan bila terjadi penyimpangan di 

dalamnya. 

Menurut Dunn, (2002) Evaluasi mempunyai karakteristik yang 

membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya yaitu: 

1. Fokus nilai. Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada 

penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan 

program. 

2. Interdependensi Fakta-Nilai. Tuntutan evaluasi tergantung baik ”fakta” 

maupun “nilai”. 

3. Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau.Tuntutan evaluatif, berbeda 

dengan tuntutan-tuntutan advokat, diarahkan pada hasil sekarang dan 

masa lalu, ketimbang hasil di masa depan. 
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4. Dualitas nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai 

kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus 

cara. 

Berdasarkan penjelasan di atas, karakteristik evaluasi terdiri dari empat 

karakter. Yang pertama yaitu fokus nilai, karena evaluasi adalah penilaian dari 

suatu kebijakan dalam ketepatan pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan. Kedua 

yaitu interdependensi fakta nilai, karena untuk menentukan nilai dari suatu 

kebijakan bukan hanya dilihat dari tingkat kinerja tetapi juga dilihat dari bukti 

atau fakta bahwa kebijakan dapat memecahkan masalah tertentu. Ketiga yaitu 

orientasi masa kini dan masa lampau, karena tuntutan evaluatif diarahkan pada 

hasil sekarang dan masa lalu sehingga hasil evaluasi dapat dibandingkan nilai dari 

kebijakan tersebut. Keempat yaitu dualitas nilai, karena nilai-nilai dari evaluasi 

mempunyai arti ganda baik rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada 

maupun nilai yang diperlukan dalam mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan 

lain. 

Tabel 1. Kriteria Evaluasi (Sumber: Dunn, 2003) 
 

Tipe Kriteria Pertanyaan Ilustrasi 
Efektivitas Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai? Unit pelayanan 
Efisiensi Seberapa banyak usaha diperlukan untuk 

mencapai hasil yang diinginkan? 
Unit biaya Manfaat bersih Rasio biaya-
manfaat 
 

Kecukupan Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan 
memecahkan masalah? 

Biaya tetap (masalah tipe I) 
Efektivitas tetap  (masalah tipe II) 

Perataan Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan 
merata kepada kelompok-kelompok tertentu? 

Kriteria Pareto Kriteria kaldor 
-Hicks Kriteria Rawls 

 
Resposivitas 
 

Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, 
preferensi atau nilai kelompok-kelompok 
tertentu? 

Konsistensi dengan survai warga 
negara 

 
Ketepatan 
 

Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-
benar berguna atau bernilai? 

Program publik harus merata dan 
efisien 
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Berdasarkan kriteria di atas, evaluasi membagi beberapa tipe kriteria 

diantaranya: efektivitas merupakan suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang 

diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Intinya adalah efek 

dari suatu aktivitas. Kedua yaitu efisiensi, berkenaan dengan jumlah usaha yang 

diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Ketiga, kecukupan 

merupakan sejauhmana tingkat efektivitas dalam memecahkan masalah untuk 

memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan masalah. 

2.2.2. Fungsi Evaluasi 

  Menurut Yunanda (2009)  pengertian istilah “Evaluasi merupakan 

kegiatan yang direncanakan untuk menentukan keadaan suatu objek dengan 

menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan patokan untuk 

kesimpulan”. 

  Suchman (Arikunto dan Jabar, 2010) memandang bahwa, “evaluasi 

sebagai proses penentuan hasil yang dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan 

untuk mendukung pencapaian tujuan”. Selanjutnya Stutflebeam dalam Arikunto 

dan Jabar (2010) mengatakan bahwa, “evaluasi adalah penggambaran proses, 

mencari dan memberikan informasi yang berguna bagi para pengambil keputusan 

dalam menentukan alternatif keputusan”. 

  Konklusi dengan perspektif dari fungsi evaluasi pembelajaran yang cukup 

luas untuk ditafsirkan, tapi evaluasi Scriven mengungkapkan dua fungsi, yaitu 

sebagai fungsi dari fungsi formatif dan sumatif. Fungsi formatif dilaksanakan 
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apababila hasil yang diperoleh dari evaluasi kegiatan diarahkan pada peningkatan 

bagiantertentu atau bagian dari kurikulum yang sedang dikembangkan. Sementara 

fungsi sumatif berkaitan dengan kesimpulan tentang kebaikan dari sistem secara 

keseluruhan, dan fungsi ini hanya dapat dilaksanakan jika pengembangan 

kurikulum telah dianggap lengkap. 

  Fungsi evaluasi untuk memberi informasi yang baik dan benar, kepada 

masyarakat. Memberi kritikan pada klarifikasi suatu nila-nilai dari suatu tujuan 

dan target, kemudian Membuat suatu metode kebijakan untuk mencapai kinerja 

sehingga program dan kegiatan yang di evaluasi memberikan kontribusi bagi 

perumusan ulang kebijakan suatu kegiatan dalam organisasi atau instansi. 

  Fungsi evaluasi kinerja yang dikemukakan Wirawan (2009) sebagai 

berikut :  

1. Memberikan balikan kepada aparatur ternilai mengenai kinerjanya. Ketika 

merekrut pegawai (ternilai), aparatur harus melaksanakan pekerjaan yang 

ditugaskan kepadanya sesuai dengan uraian tugas, prosedur operasi, dan 

memenuhi standar kinerja. 

2. Alat promosi dan demosi. Hampir disemua sistem evaluasi kinerja, hasil 

evaluasi digunakan untuk mengambil keputusan memberikan promosi 

kepada aparatur ternilai yang kinerjanya memenuhi ketentuan pembarian 

promosi. Promosi dapat berupa kenaikan gaji, pemberian bonus atau 

komisi, kenaikan pangkat atau menduduki jabatan tertentu. Sebaliknya, 

jika kinerja aparatur ternilai tidak memenuhi standar atau buruk, instansi 
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menggunakan hasilnya sebagai dasar untuk memberikan demosi berupa 

penurunan gaji, pangkat atau jabatan aparatur ternilai. 

3. Alat memotivasi ternilai. Kinerja ternilai yang memenuhi standar, sangat 

baik, atau superior, evaluasi kinerja merupakan alat untuk memotivasi 

kinerja aparatur. Hasil evaluasi dapat digunakan instansi untuk memotivasi 

aparatur agar mempertahankan kinerja yang superior dan meningkatkan 

kinerja baik atau sedang. 

4. Penentuan dan pengukuaran tujuan kinerja. Sistem evaluasi kinerja yang 

menggunakan prinsip manajemen by objectives, evaluasi kinerja dimulai 

dengan menentukan tujuan atau sasaran kerja aparatur ternilai pada awal 

tahun. 

5. Konseling kinerja buruk. Evaluasi kinerja, tidak semua aparatur mampu 

memenuhi standar kinerjanya atau kinerjanya buruk. Hal itu mungkin 

karena ia menghadapi masalah pribadi atau ia tidak berupaya 

menyelesaikan pekerjaannya secara masksimal. Bagi aparatur seperti ini 

penilai akan memberikan konseling mengenai penyebab rendahnya kinerja 

ternilai dan mengupayakan peningkatan kinerja ditahun mendatang. 

Konseliang dapat dilakukan sebelum evaluasi kinerja jika atasan dapat 

mengetahui kelambanan aparatur. 

6. Pemberdayaan aparatur. Evaluasi kinerja merupakan alat untuk 

memberdayakan aparatur agar mampu menaiki tangga atau jenjang karier. 

Evaluasi kinera menentukan apakah kinerja aparatur dapat dipergunakan 

sebagai ukuran untuk meningkatkan kariernya. (Wirawan, 2009) 
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Berdasarkan fungsi di atas, evaluasi kinerja merupakan alat yang di 

gunakan oleh instansi pemerintahan atau organisasi tertentu untuk menilai kinerja 

para aparatur yang lamban. Evaluasi kinerja untuk memotivasi para aparatur untuk 

meningkatkan kinerjanya, pemberian konseling membantu para aparatur untuk 

mencegah kinerja yang terlalu lamban sehingga sebelum di adakan evaluasi 

kinerja para pemipin sudah lebih dulu menjalankan konseling untuk mengadakan 

perbaikan pada waktu mendatang. Evaluasi kinerja merupakan alat motivasi bagi 

para aparatur untuk menaikan standar kerja mereka, selain sebagai alat untuk 

memotivasi, evaluasi kinerja juga untuk mengukur tujuan kerja serta 

memberdayakan para aparatur. 

2.2.3. Sasaran Evaluasi Kinerja 

Sasaran-sasaran evaluasi kinerja Aparatur yang dikemukakan Agus 

Sunyoto (1999) dalam bukunya Kualitas Kinerja Aparatur (edisi kelima) sebagai 

berikut :  

1. Membuat analisis kinerja dari waktu yang lalu secara berkesinambungan 

dan periodik, baik kinerja aparatur maupun kinerja organisasi.  

2. Membuat evaluasi kebutuhan pelatihan dari para aparatur melalui audit 

keterampilan dan pengetahuan sehingga dapat mengembangkan 

kemampuan dirinya. Atas dasar evaluasi kebutuhan pelatihan itu dapat 

menyelenggarakan program pelatihan dengan tepat. 

3. Menentukan sasaran dari kinerja yang akan datang dan memberikan 

tanggung jawab perorangan dan kelompok sehingga untuk periode yang 
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selanjutnya jelas apa yang harus diperbuat oleh karyawan, mutu dan baku 

yang harus dicapai, sarana dan prasaranan yang diperlukan untuk 

meningkatkan kinerja karyawan. 

4. Menemukan potensi karyawan yang berhak memperoleh promosi, dan 

kalau mendasarkan hasil diskusi antara karyawan dan pimpinannya itu 

untuk menyusun suatu proposal mengenai sistem bijak (merit system) dan 

sistem promosi lainnya, seperti imbalan (reward system recommendation). 

(Sunyoto, 1999) 

Berdasarkan sasaran di atas, evaluasi kinerja merupakan sarana untuk 

memperbaikai mereka yang tidak melakukan tugasnya dengan baik di dalam 

organisasi. Banyak organisasi berusaha mencapai sasaran suatu kedudukan yang 

terbaik dan terpercaya dalam bidangnya. Kinerja sangat tergantung dari para 

pelaksananya, yaitu para karyawannya agar mereka mencapai sasaran yang telah 

ditetapkan oleh organisasi dalam corporate planningnya. Perhatian hendaknya 

ditujukan kepada kinerja, suatu konsepsi atau wawasan bagaimana kita bekerja 

agar mencapai yang terbaik. Hal ini berarti bahwa kita harus dapat memimpin 

orang-orang dalam melaksanakan kegiatan dan membina mereka sama pentingnya 

dan sama berharganya dengan kegiatan organisasi. Jadi, fokusnya adalah kepada 

kegiatan bagaimana usaha untuk selalu memperbaiki dan meningkatkan kinerja 

dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Untuk mencapai itu perlu diubah cara 

bekerja sama dan bagaimana melihat atau meninjau kinerja itu sendiri. Dengan 

demikian pimpinan dan karyawan yang bertanggung jawab langsung dalam 

pelaksanaan evaluasi kinerja harus pula dievaluasi secara periodik. 
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2.2.4. Tujuan Evaluasi Kinerja 

Evaluasi kinerja merupakan sistem formal yang digunakan untuk 

mengavaluasi kinerja pegawai secara periodik yang ditentukan oleh organisasi, 

adapun tujuan dari evaluasi kinerja menurut (Ivancevich, 1992) antara lain : 

1. Pengembangan  

Dapat digunakan untuk menentukan pegawai yang perlu dtraining dan 

membantu evaluasi hasil training. Dan juga dapat membantu pelaksanaan 

Conseling antara atasan dan bawahan sehingga dapat dicapai usaha-usaha 

pemecahan masalah yang dihadapi pegawai. 

2. Pemberian Reward  

Dapat digunnakan untuk proses penentuan kenaikan gaji, insentif dan 

promosi. Berbagai organisasi juga menggunakan untuk membarhentikan 

pegawai. 

3. Motivasi 

Dapat digunakan untuk memotivasi pegawai, mengembangkan inisiatif, 

rasa tanggungjawab sehingga mereka terdorong untuk meningkatkan 

kinerjanya. 
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4. Perencanaan SDM 

Dapat bermanfaat bagi pengembangan keahlian dan keterampilan serta 

perencanaan SDM. 

5. Kompensasi  

Dapat memberikan informasi yang digunakan untuk menentukan apa yang 

harus diberikan kepada pegawai yang berkinerja tinggi atau rendah dan 

bagaimana prinsip pemberian kompensasi yang adil. 

6. Komunikasi  

Evaluasi merupakan dasar untuk komunikasi yang berkelanjutan antara 

atasan dan bawahan menyangkut kinerja pegawai. (dalam Darma 2009). 

Berdasarkan pendapat di atas, sistem evaluasi kinerja sebagaimana yang 

dikembangkan di atas sangat membantu sebuah manajemen kerja baik instansi 

pemerintah maupun swasta untuk memperbaiki kinerja pegawai yang kuarang 

maksimal, tujuan evaluasi kinerja ini untuk membangun semangat kerja para 

pegawai dan mempertahankan kinerja yang baik dan memperbaiki komuniasi 

kerja. 
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2.3.  Aspek-Aspek Kinerja 

Menurut John Bernadin (1993) menyatakan ada enam dimensi yang 

digunakan untuk mengukur kinerja karyawan secara individu, antara lain sebagai 

berikut :  

1. Kualitas   

Tingkat dimana hasil akivitas yang dilakukan mendekati sempurna dalam arti  

menyesuaikan beberapa cara ideal dari penampilan aktivitas ataupun 

memenuhi tujuan yang diharapkan dari suatu aktivitas.  

2. Kuantitas   

Jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah sejumlah unit, jumlah siklus 

aktivitas yang diselesaikan.  

3. Ketepatan Waktu  

Tingkat suatu aktivitas diselesaikan pada waktu awal yang diinginkan dilihat 

dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang 

tesedia untuk aktivitas yang lain. 

4. Efektivitas.  

Tingkat pengguna sumber daya organisasi dengan maksud menaikkan 

keuntungan atau mengurangi kerugian dari setiap unit dalam pengguna sumber 

daya. 
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5. Kemandirian.  

Tingkat dimana seorang karyawan dapat melaksanakan fungsi kerjanya tanpa 

meminta bantuan, bimbingan dari pengawas atau meminta turut campurnya 

pengawas guna menghindari hasil yang merugikan.  

6. Komitmen Kerja  

Tingkat dimana karyawan mempunyai komitmen kerja dengan perusahaan 

dan tanggung jawab kerja dengan perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek dari 

kinerja adalah: yaitu: kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, 

kemandirian dan komitmen kerja 

2.4.  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja 

Menurut Jewel dan Siegel (1998) mengungkapkan bahwa kinerja 

karyawan mengacu pada prestasi kerja karyawan yang diukur berdasarkan 

standar/kriteria yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dalam upaya 

meningkatkan kinerja karyawan secara optimal dalam suatu perusahaan, terdapat 

beberapa faktor yang dianggap dapat mempengaruhi kinerja karyawan, antara lain 

sebagai berikut: Strategi organisasional (nilai tujuan jangka pendek dan jangka 

panjang), Batasan situasional (budaya organisasi dan kondisi ekonomi), dan 

Atribut individual (kemampuan dan ketrampilan).  
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Menurut Steers (1985), faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

karyawan adalah : 

1. Kemampuan, kepribadian dan minat kerja. Kemampuan merupakan 

kecakapan seseorang, seperti kecerdasan dan keterampilan. Kemampuan 

pekerjaan adalah mempengaruhi kinerja dalam berbagai cara. Misalnya dalam 

cara pengambilan keputusan, menginterpretasikan tugas dan cara 

penyelesaian tugas. Kepribadian adalah serangkaian ciri yang relatif mantap 

yang dipengaruhi oleh keturunan dan faktor sosial, kebudayaan dan linkunga. 

Sedangkan minat merupakan valensi atau sikap. 

2. Kejelasan dan penerimaan atas penjelasan peran seorang pekerja, yang 

merupakan taraf pengertian dan penerimaan seseorang individu atau tugas 

yang dibebankan kepadanya. Makin jelas pengertian pekerja mengenain 

persyarakatan dan sasaran pekerjaannya, maka semakin banyak energi yang 

dapat dikerahkan untuk kegiatan kearah tujuan 

3. Tingkat motivasi pekerja, motivasi adalah daya energi yang mendorong, 

mengarahkan dan mempertahankan perilaku. 

Mc Cormick dan Tiffin (1994) menjelaskan bahwa terdapat dua variabel 

yang mempengaruhi kinerja, yang pertama variabel individu yang terdiri dari 

pengalaman, pendidikan, jenis kelamin, umur, motivasi, keadaan fisik, 

kepribadian dan sikap. Kedua adalah variabel situasional yakni menyangkut faktor 

fisik dan faktor sosial dari organisasi atau pekerjaan. 
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Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor dari kinerja 

adalah: faktor individu (pengalaman, pendidikan, motivasi, kemampuan, 

kepribadian). faktor situasional (Lingkungan dan teman dalam organisasi). 

2.5. Tinjauan Tentang Kepala Sekolah 

2.5.1. Pengertian Kepala Sekolah 

Menurut Wahjosumidjo (2005) keberhasilan suatu lembaga pendidikan 

sangat tergantung pada kepemimpinan kepala sekolah. Karena kepala sekolah 

sebagai pemimpin dilembaganya, maka dia harus mampu membawa lembaganya 

kearah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, dia harus mampu melihat adanya 

perubahan serta mampu melihat masa depan dalam kehidupan globalisasi yang 

lebih baik. Kepala sekolah harus bertanggung jawab atas kelancaran dan 

keberhasilan semua urusan pengaturan dan pengelolahan secara formal kepada 

atasannya atau informal kepada masyarakat yang telah menitipkan anak didiknya. 

Kepala sekolah adalah tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin 

suatu sekolah dimana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat 

dimana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang 

menerima pelajaran.  

Dilembaga persekolahan, kepala sekolah atau yang lebih popular sekarang 

disebut sebagai “guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah.” 

Bukanlah mereka yang kebetulan mempunyai nasib baik senioritas, apalagi secara 

kebetulan. Direkrut untuk menduduki posisi itu, dengan kinerja yang serba kaku 

dan mandul mereka diharapkan dapat menjadi sosok pribadi yang tangguh handal 
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dalam rangka pencapaian tujuan sekolah Dalam penjelasan diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwasannya posisi kepala sekolah menentukan arah suatu lembaga. 

Kepala sekolah merupakan pengatur dari program yang ada disekolah. Karena 

nantinya diharapkan kepala sekolah akan membawa spirit kerja guru dan 

membangun kultur sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan, khususnya Ujian 

Nasional.  

2.5.2. Fungsi dan Tugas Kepala Sekolah 

Aswarni sujud, moh. Saleh dan tatang M amirin dalam bukunya 

“administrasi Pendidikan” (2001) menyebutkan bahwa fungsi kepala sekolah 

adalah sebagai berikut:  

a. Perumusan tujuan kerja dan pembuat kebijakan sekolah. 

b. Pengatur tata kerja sekolah, yang mengatur pembagian tugas dan mengatur 

pembagian tugas dan mengatur petugas pelaksana, menyelenggaran 

kegiatan.  

c. Pensupervisi kegiatan sekolah, meliputi: mengatur kegiatan, mengarahkan 

pelaksanaan kegiatan, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, membimbing dan 

meningkatkan kemampuan pelaksana. 

Hari Sudrajat (2004), Tugas pokok dan fungsi kepala sekolah sebagai 

pemimpin pendidikan adalah:  
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a. Perecanaan sekolah dalam arti menetapkan arah sekolah sebagai lembaga 

pendidikan dengan cara merumuskan visi, misi, tujuan dan strategi 

pencapaian.  

b. Mengorganisasikan sekolah dalam arti membuat struktur organisasi, 

menetapkan staf dan menetapkan tugas dan fungsi masing-masing staf.  

c. Menggerakkan staf dalam artian memotivasi staf melalui internal marketing 

dan memberi contoh eksternal marketing.  

d. Mengawasi dalam arti melakukan supervisi, mengendalikan dan 

membimbing semua staf dan warga sekolah.  

e. Mengevaluasi proses dan hasil pendidikan untuk dijadikan dasar pendidikan 

dan pertumbuhan kualitas, serta melakukan problem solving baik secara 

analitis sistematis maupun pemecahan masalah secara kreatif dan 

menghindarkan serta menanggulangi konflik. 

Sebagai pemimpin pendidikan disekolahnya, seorang kepala sekolah 

mengorganisasikan sekolah dan personilnya yang bekerja didalamnya dalam 

situasi yang efektif, efisien, demokratis, dan kerjasama tim (team work) dibawah 

kepemimpinanya, program pendidikan untuk para siswa harus direncanakan, 

diorganisasikan, dilaksanakan dan dievaluasi. Dalam pelaksanaan program kepala 

sekolah harus dapat memimpin secara professional, para staf pengajar, bekerja 

secara ilmiah, penuh perhatian dan demokratis dengan menekankan pada 

perbaikan proses belajar mengajar secara terus-menerus.  
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Kepala Sekolah juga mempunyai tugas pokok mengelola penyelenggaraan 

kegiatan pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Secara lebih operasional tugas 

pokok kepala sekolahmencakup kegiatan menggali dan mendayagunakan seluruh 

sumber daya sekolah secara terpadu dalam kerangka pencapaian tujuan sekolah 

secara efektif dan efisien.  

E. Mulyasa (2010) secara garis besar tugas dan fungsi kepala sekolah 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pendidik (Educator)  

Sebagai pendidik, kepala sekolah melaksanakan kegiatan perencanaan, 

pengelolaan, dan evaluasi pembelajaran. Kegiatan perencanaan menuntut 

kapabilitas dalam menyusun perangkat-perangkat pembelajaran; kegiatan 

pengelolaan mengharuskan kemampuan memilih dan menerapkan strategi 

pembelajaran yang efektif dan efisien, dan kegiatan mengevaluasi 

mencerminkan kapabilitas dalam memilih metode evaluasi yang tepat dan 

dalam memberikan tindak lanjut yang diperlukan terutama bagi perbaikan 

pembelajaran. Sebagai pendidik, kepala sekolah juga berfungsi 

membimbing siswa, guru dan tenaga kependidikan lainnya.  

2. Pemimpin (leader) 

Sebagai pemimpin, kepala sekolah berfungsi menggerakkan semua potensi 

sekolah, khususnya tenaga guru dan tenaga kependidikan bagi pencapaian 

tujuan sekolah. Dalam upaya menggerakkan potensi tersebut, kepala sekolah 

dituntut menerapkan prinsip-prinsip dan metode-metode kepemimpinan 
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yang sesuai dengan mengedepankan keteladanan, pemotivasian, dan 

pemberdayaan staf.  

3. Pengelola (manajer) 

Sebagai pengelola, kepala sekolah secara operasional melaksanakan 

pengelolaan kurikulum, peserta didik, ketenagaan, keuangan, sarana dan 

prasarana, hubungan sekolah-masyarakat, dan ketatausahaan sekolah. Semua 

kegiatan-kegiatan operasional tersebut dilakukan melalui oleh seperangkat 

prosedur kerja berikut: perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan 

pengawasan. Berdasarkan tantangan yang dihadapi sekolah, maka sebagai 

pemimpin, kepala sekolah melaksanakan pendekatan-pendekatan baru dalam 

rangka meningkatkan kapasitas sekolah.  

4. Administrator 

Dalam pengertian yang luas, kepala sekolah merupakan pengambil 

kebijakan tertinggi di sekolahnya. Sebagai pengambil kebijakan, kepala 

sekolah melakukan analisis lingkungan (politik, ekonomi, dan sosial-

budaya) secara cermat dan menyusun strategi dalam melakukan perubahan 

dan perbaikan sekolahnya. Dalam pengertian yang sempit, kepala sekolah 

merupakan penanggung-jawab kegiatan administrasi ketatausahaan sekolah 

dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran.  
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5. Wirausahawan.  

Sebagai wirausahawan, kepala sekolah berfungsi sebagai inspirator bagi 

munculnya ide-ide kreatif dan inovatif dalam mengelola sekolah. Ide-ide 

kreatif diperlukan terutama karena sekolah memiliki keterbatasan sumber 

daya keuangan dan pada saat yang sama memiliki kelebihan dari sisi potensi 

baik internal maupun lingkungan, terutama yang bersumber dari masyarakat 

maupun dari pemerintah setempat.  

6. Pencipta Iklim Kerja 

Sebagai pencipta iklim kerja, kepala sekolah berfungsi sebagai katalisator 

bagi meningkatnya semangat kerja guru. Kepala sekolah perlu mendorong 

guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam bekerja di bawah atmosfir kerja 

yang sehat. Atmosfir kerja yang sehat memberikan dorongan bagi semua 

staf untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan sekolah. 

7. Penyelia (Supervisor). 

Supervisi juga dapat diartikan sebagai pembinaan yang diberikan kepada 

seluruh staf madrasah agar mereka dapat meningkatkan kemampuan untuk 

mengembangkan situasi belajar mengajar dengan lebih baik sesuai dengan 

tujuan pendidikan. Kepala Madrasah sebagai supervisior mempunyai peran 

dan tanggung jawab untuk membina, memantau dan memperbaiki 

prosepembelajaran aktif, kreatif dan menyenangkan. Supervise kepala 
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sekolah dapat dilakukan secara individu maupun kelompok, Suhertian 

(2010). 

Secara singkat fungsi dan atau tugas supervisi ialah sebagai berikut: 

a. Menjalankan aktivitas untuk mengetahui situasi administrasi 

pendidikan, sebgai kegiatan pendidikan disekolah dalam segala bidang.  

b. Menentukan syarat-syarat yang diperlukan untuk menciptakan situasi 

pendidikan disekolah.  

c. Menjalankan aktivitas untuk mempertinggi hasil dan untuk 

menghilangkan hambatan-hambatan.  

Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai 

Kepala Sekolah/Madrasah, Pasal 12 ayat (4) menyatakan bahwa penilaian kinerja 

kepala sekolah meliputi: 

1. Usaha pengembangan sekolah/madrasah yang dilakukan selama 

menjabat kepala sekolah/madrasah; 

2. Peningkatan kualitas sekolah/madrasah berdasarkan 8 (delapan) 

standar nasional pendidikan selama di bawah kepemimpinan yang 

bersangkutan; dan 

3. Usaha pengembangan profesionalisme sebagai kepala 

sekolah/madrasah. Penilaian kinerja kepala sekolah dilaksanakan 

berdasarkan tupoksinya. Oleh sebab itu, tupoksi kepala sekolah 

mengacu pada tiga (3) butir di atas. Tupoksi kepala sekolah juga harus 
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mengacu pada Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar 

pengelolaan sekolah, meliputi (1) perencanaan program, (2) 

pelaksanaan rencana kerja, (3) pengawasan dan evaluasi, (4) 

kepemimpinan sekolah, (5) sistem informasi sekolah, 

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah harus  

terlibat serta bertanggung jawab atas terlaksanakannya seluruh program 

pendidikan disekolah. Untuk dapat merealisasikan semua tugas dan fungsi 

kepemimpinannya maka kepala sekolah hendaknya mengetahui jumlah 

pembantunya, mengetahui nama-nama pembantunya, mengetahui tugas masing-

masing pembantunya, memelihara suasana kekeluargaan dan memperhatikan 

kesejahteraan para pembantunya.  

2.5.3. Kualitas Kepala Sekolah Yang Efektif 

Kualitas dan kompetensi kepala sekolah secara umum setidaknya mengacu 

pada empat hal pokok, yaitu sifat dan ketrampilan kepemimpinan, kemampuan 

memecahkan masalah, keterampilan social dan pengetahuan dan kompetensi 

professional. E. Mulyasa (2005) kepala sekolah yang professional mampu 

meningkatkan kinerja tenaga kependidikan dan kualitas sekolah, untuk dapat 

merealisasikannya maka kepala sekolah harus mempeerhatikan hal-hal berikut ini: 

a. Mempunyai visi atau daya pandang yang mendalam tentang mutu terpadu 

bagi lembaganya maupun bagi tenaga kependidikan dan siswa yang ada 

disekolah. 
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b. Mempunyai komitmen yang jelas pada program peningkatan kualitas.  

c. Mengkomunikasikan pesan yang berkaitan dengan kualitas.  

d. Menjamin kebutuhan siswa sebagai perhatian kegiatan dan kebijakan 

sekolah. 

e. Menyakinkan terhadap para pelanggan pendidikan bahwa terhadap 

channel cocok untuk menyampaikan harapan dan keinginan.  

f. Pemimpin mendukung pengembangan tenaga kependidikan. 

g. Tidak menyalahkan pihak lain jika ada masalah yang muncul tanpa 

dilandasi bukti yang kuat. 

h. Pemimpin melakukan inovasi.  

i. Menjamin struktur organisasi yang menggambarkan tanggung jawab yang 

jelas. 

j. Mengembangkan komitmen untuk mencoba menghilangkan setiap 

penghalang, baik bersifat organisasional maupun budaya.  

k. Membangun tim kerja yang efektif.  

l. Mengembangkan mekanisme yang cocok untuk melakukan 

monitoring dan evaluasi.  

2.5.4. Strategi Kepala Sekolah 

Nanang Fatah (2004) menjelaskan strategi adalah langkah-langkah yang 

sistematis dan sistematik dalam melaksanakan rencana secara menyeluruh 

(makro) dan berjangka panjang dalam pencapaian tujuan. 
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Menurut Wahyosumidjo (1999) mengungkapkan kepemimpinan kepala 

sekolah yaitu salah satu pelaksanaan kepemimpinan nasioanl yang bertujuan 

mencerdaskan kehidupan bangsa, harus mencerminkan diwujudkannya 

kepemimpinan pancasila yang memiliki watak dan berbudi luhur.  

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa strategi itu merupakan alat 

manajemen yang sangat kuat dan tidak dapat dihindarkan dalam sekolah. 

Sedangkan kepemimpinan kepala sekolah yaitu kemampuan dan kesiapan 

seseorang untuk mengarahkan, membimbing dan mengatur orang lain (guru). 

Dalam hal seperti ini, maka strategi kepemimpinan kepala sekolah merupakan 

sebuah rencana yang dimiliki seseorang dengan kemampuan semaksimal mungkin 

dalam menjalankan tugasnya. Unsur yang terlibat dalam situasi kepemimpinan 

antara lain yaitu orang yang dapat mempengaruhi orang lain di satu pihak, orang 

yang dapat pengaruh di lain pihak, adanya maksud-maksud atau tujuan-tujuan 

tertentu yang hendak dicapai, adanya serangkaian tindakan tertentu untuk 

mempengaruhi dan untuk mencapai maksud atau tujuan tertentu itu (Hendiyat 

Soetopo, dan Wasty Soemanto 1988). 

2.5.5. Standar Kompetensi Kepala Sekolah 

Seseorang dinyatakan kompeten dibidang tertentu jika menguasai 

kecakapan bekerja sebagai suatu keahlian selaras dengan bidangnya. Kepala 

sekolah dalam mengelola satuan pendidikan disyaratkan menguasai ketrampilan 

dan kompetensi tertentu yang dapat mendukung pelaksanaan tugasnya. Suhertin 
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mengartikan “kompetensi sebagai kemampuan melaksanakan sesuatu yang 

diperoleh melalui pendidikan dan latihan”.  

A.S. Wahyudi (1996) mengungkapkan kompetensi diperoleh melalui 

berbagaimacam pendidikan dan pelatihan yang diikuti yang sesuai dengan standar 

dan kualitas tertentu dengan tugas yang akan dilaksanakan. Hal ini senada dengan 

apa yang dikemukakan oleh Supandi (dalam A.S Wahyudi, 1996) bahwa: 

“Kompetensi adalah seperangkat kemampuan untuk melakukan 

sesuatu jabatan, dan bukan semata-mata pengetahuan saja. 

Kompetensi menuntut kemampuan kognitif, kondisi afektif, nilai-

nilai dan ketrampilan tertentu yang khas dan spesifik berkaitan 

dengan karakteristik jabatan atau tugas yang dilaksanakan.”  

Spesifikasi kemampuan tersebut dimaksudkan agar kepala sekolah dapat 

melaksanakan tugas secara baik dan berkualitas. Kepala sekolah yang memenuhi 

kriteria dan persyaratan suatu jabatan berarti berwenang atas jabatan atau tugas 

yang diberikan dengan kata lain memenuhi persyaratan kompetensi.  

Dengan demikian kompetensi kepala sekolah adalah pengetahuan, 

ketrampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan seorang kepala sekolah dalam 

kebiasaan berfikir dan bertindak secara konsisten yang memungkinkannya 

menjadi kompeten atau berkemampuan dalam mengambil keputusan tentang 

penyediaan, pemanfaatan dan pengingkatan potensi sumberdaya yang ada untuk 

meningkatkan mutu pendidikan di sekolahnya.  
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Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 13 Tahun 2007, tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, bahwa kepala 

sekolah harus memiliki standar kompetensi “(1) kompetensi kepribadian, (2) 

kompetensi manajerial, (3) kompetensi kewirausahaan, (4) kompetensi supervisi 

dan (5) kompetensi sosial.”  

Menurut Ramly kepala sekolah/guru merupakan suatu cermin. Kepala 

sekolah/guru sebagai cermin memberikan gambaran (pantulan diri) bagaimana dia 

memandang dirinya, masa depannya, dan profesi yang ditekuninya. Berdasarkan 

uraian tersebut, yang dimaksud dengan kompetensi sosial merupakan suatu 

kemampuan seorang kepalas sekolah/guru dalam hal berkomunikasi dan bergaul 

secara efektif dengan: a) peserta didik, b) sesama pendidik, c) tenaga 

kependidikan, d) orang tua/wali peserta didik dan e) masyarakat sekitar 

(Depdiknas, 2007). 

Jadi seorang kepala sekolah/guruharus: a) mampu berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun dengan siswa, b) mampu berkomunikasi secara 

efektif, empatik dan santun dengan sesama guru dan tenaga kependidikan, c) 

mampu berkomunikasi secara efektif, empatif dan santun dengan orang tua siswa 

dan masyarakat, d) bersikap kooperatif, bertindak objektif, serta tidak 

diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar 

belakang keluargadan status sosial ekonomi, dan e) mampu beradaptasi di tempat 

bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keberagaman 

sosial budaya.  
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A.S Wahyudi (1996) mengungkapkan dimensi kompetensi sosial kepala 

sekolah dijabarkan sebagai berikut: 

(1) Bekerjasama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah.  

(2) Berpartisipasi dalam kegiatan social kemasyarakatan.  

(3) Memiliki kepekaan social terhadap orang atau kelompok lain.  

Kompetensi kepala sekolah sebagimana yang telah dipersyaratkan dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia tersebut di atas 

tentunya belum cukup untuk menjamin keberhasilan sekolah dalam mencapai visi 

dan misi yang telah ditetapkan. Karena ituperlu ditambah dengan kompetensi-

kompetensi yang lainyang berkaitan dengan tugas dan fungsi kepala sekolah. 

Mengingat kepalasekolah dalam pengelolaan satuan pendidikan mempunyai 

kedudukan yang strategis dalam mengembangkan sumberdaya sekolah terutama 

mendayagunakan guru dalam pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. 

Dari berbagai pendapat tentang profesionalisme atau kompetensi kepala 

sekolah/madrasah yang peneliti sebutkan diatas, maka perlu kiranya seorang 

kepala sekolah dituntut untuk profesional agar tujuan yang telah ditetapkan dapat 

tercapai dengan maksimal. Setidaknya ada delapan kompetensi yang harus 

dimiliki oleh seorang kepala sekolah untuk bisa melaksanakan tugasnya dengan 

baik. Pertama, memiliki rasa tanggung jawab yang besar atas terlaksananya 

seluruh kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan sekolah/pendidikan. Kedua, 

memiliki kemampuan untuk memotivasi orang untuk melaksanakan tugasnya 

dengan penuh tanggung jawab dan ikhlas. Ketiga, memiliki rasa percaya diri, 
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keteladanan yang tinggi dan kewibawaan. Keempat, dapat menjalin hubungan 

yang harmonis dengan masyarakat dan dapat melibatkan mereka secara aktif 

dalam rangka mewujudkan tujuan sekolah. Kelima, mampu membimbing, 

mengawasi dan membina bawahan (guru) sehingga masing-masing guru 

memperoleh tugas yang sesuai dengan keahliannya. Keenam, berjiwa besar, 

memiliki sifat ingin tahu dan memiliki pola pikir berorientasi jauh ke depan. 

Ketujuh, berani dan mampu mengatasi kesulitan. Kedelapan, selalu melakukan 

inovasi di segala hal menjadi tuntutan yang perlu dimiliki oleh seorang kepala 

sekolah.  

Delapan kompetensi di atas merupakan syarat ideal kepala sekolah dalam 

membangun pendidikan ditengah-tengah tuntutan jaman dan tuntutan masyarakat. 

Jika delapan kompetensi ideal tadi belum bisa terpenuhi, maka ideal minimal 

seorang kepala sekolah adalah memiliki idealisme untuk memajukan sekolah, 

memajukan profesionalisme guru, memajukan kretifitas siswa dan membangun 

soft skill komunitas sekolah yang dipimpinnya.  

Siapapun kepala sekolah yang memimpin suatu sekolah apabila mampu 

melakukan fungsi komunikasi yangbaik dengan semua pihak, maka penilaian 

yang umum diberikan oleh guru, siswa, staf dan masyarakat sudah cukup untuk 

menyatakan bahwa kepala sekolah tersebut adalah kepala sekolah yang ideal 

memotivasi kerja, serta menciptakan budaya kerja dan budaya disiplin para tenaga 

kependidikan dalam melakukan tugasnya di sekolah. 
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Berkaitan dengan kompetensi manajerial, seorang kepala sekolah dalam 

menjabarkan kemampuan yang ada tentunya harus mempertimbangkan berbagai 

macam pendekatan dan gaya kepemimpinan agar semua sumber daya yang ada 

disekolah bisa dikelola dan difungsikan sesuai dengan apa yang diharapkan 

Sharplin (dalam Syaiful Sagala, 2000) menyebutkan kepemimpinan yang 

baik dicirikan oleh sifat-sifat: (1) manusiawi; (2) memandang jauh kedepan 

(visioner); (3) inspiratif (kaya akan gagasan); dan (4) percaya diri. Pemimpin yang 

manusiawi cukup penting, karena jika paraguru di sekolah diperlakukan tidak 

manusiawi, maka kepala sekolah tersebut akan mendapatkan perlawanan. Bentuk 

perlawanan yang paling sederhana adalah para guru tersebut tidak melaksanakan 

tugas secara professional dengan baik, mereka akan datang kesekolah hanya 

memenuhi jadwal yang sudah ditentukan, dan mereka tidak akan 

bekerja/mengajar secara maksimal. Selanjutnya kepala sekolah yang tidak 

mempunyai visi sekaligus tidak percaya diri dipastikan sekolah yang dipimpinnya 

tidak akan mampu bersaing dengan sekolah lain dan sekolah yang dipimpinnya 

tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bergerak dalam kegiatan yang bersifat rutin 

dengan apa adanya.  
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